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ABSTRAK :

CATATAN :

Berdasarkan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional serta adanya pengangkatan Kepala Sub Bagian sesuai dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 242 Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah : UU
Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun
2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan
KPU RI Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Rl Nomor : 673/
TIK.01-Kpt/03/KPU/I1I/2019; Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022;
Keputusan Sekjen KPU Rl Nomor 242 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan
Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan KPU Kota Bogor; Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas: a.
menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan
akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, b. meningkatkan kualitas
pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan
efisien, c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
bidang hukum, d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola, dan e. melakukan
evaluasi dan laporan tahunan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Maret 2022.
Lamp 2 him.



